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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksayang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agam am, pendidikan D3, pekerjaan

an ..., pekerjaan
P~Temiias bdi Jakarta Barat,

I

Telah mendengar Ke an P?ngg B dan T.Ergug
N Y *

nggugat; bl
R
Wsura gtigatannya tertanggal 26

amieraan-Rengadilan Agama Tigaraksapada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 1407/Pdt.G/2016/PA.Tgrs,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksacq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-;.:_;:, ; putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan Penggugat : Penggugat dengan Tergugat :
putus karena perceraian.

3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang bernama. ANAK 1 jatuh

pada pihak Penggugat selaku ibunya.

3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai
dengan perundang-undangan kepada Tergugat.

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon

Bahwa pada h# j ah d n Penggugat dan
#0047# telah hadir i i i Kécuali pada sidang

untuk umum dengan terlebih dahultdibacakan surat gugatan Penggugat
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik

secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
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Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

B. Saksi
Saksi 1 ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ...,
bertempat tinggal di ....-gF stumfal, memberikan keterangan

sebagai berikut :

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82
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ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal

tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah gl=dengay ang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undal

Menimbang, bal 3 gajukan gugatan cerai
adalah bahwa Pengguida e o [ A . \L tinggal selama 1
(satu) tahun 8 (delfp =TT “Zﬂ f&rita dari keluarga

Menimbang, b jawabannya ‘ ergugat mengakui
adanya penyebab ters i L empat tinggal antara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat
formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah
dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2010, relevan dengan dalil
yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat
materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19
September 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah
diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

i i i, . :
oleh para saksi : ecara materil saling

- Bahwa Penggugat degg
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Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami
keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah
berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena
keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan

ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah
tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah
tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan
kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian

dalam perkara ini dianggap telah-f Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tah ompilasi Hukum Islam,
atau setidak-tidaknya g hercgfarfiengan Tergugat telah

50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Pafiitera Pengadilan Agama Tigaraksauntuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat,
tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
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Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI

Mengabulkan gugatan Pengugat;
Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat );
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk
menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

bertepatan dengan tandg i ‘ iffah oleh Drs. Jaenudin
sebagai Ketua Majelis, H. Am i, S.H«#=M.H. dan Drs. Hasan Hariri,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Hajar, S.H.l. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya

Tergugat.
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Hakim Anggota Ketua Majelis,

H. Antung Jumberi, S.H., M.H. Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri
Panitera Pengganti,

Perincian biaya :
Pendaftaran
ATK Perkara

Panggilan
Redaksi

Meterai

Jumlah

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Saiful Bahry, S.H., M.H.
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